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ABSTRAK

Kegiatan ini dilatar belakangi oleh rendahnya pengetahuan masyarakat, terutama
pelajar, terkait keimigrasian yang meliputi fungsi paspor dan pengawasan orang asing. Tujuan
dari kegiatan ini adalah untuk memnuhi tugas pengabdian masyarakat oleh para taruna yang
tengah menjalankan kegiatan PPL dan KKN di Kantor Imigrasi Kelas | Khusus Non TPI
Jakarta Selatan, serta untuk meningkatkan pengetahuan para siswa-siswi SMA Negeri Ragunan
tentang keimigrasian. Kegiatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
penelitian deskriptif di mana penelitian diadakan di SMA Negeri 1 Ragunan yang berada di
Komplek Gor Ragunan, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pengetahuan siswa-siswi terkait
keimigrasian dapat dikatakan cukup rendah sehingga membutuhkan lebih banyak edukasi
terhadap berbagai kasus di bidang keimigrasian serta pengetahuan tentang peran aktif
masyarakat untuk turut membantu pihak imigrasi dalam melakukan pengawasan orang asing
dengan memberikan informasi dan data-data yang akurat.

Keyword: Wawasan keimigrasian, sma ragunan, orang asing
Abstarct

This activity is motivated by the low level of public knowledge, especially students, regarding
immigration, which includes the functions of passports and supervision of foreigners. The
purpose of this activity is to fulfill community service duties by cadets who are carrying out
PPL and KKN activities at the Class | Special Immigration Office for Non-TPI South Jakarta,
as well as to increase the knowledge of Ragunan State Senior High School students about
immigration. This activity uses a qualitative approach with a descriptive research method
where the research is held at SMA Negeri 1 Ragunan which is located in the Ragunan Gor
Complex, Ragunan, Pasar Minggu, South Jakarta, the Special Capital Region of Jakarta. The
results of this study found that the knowledge of students related to immigration can be said to
be quite low so that it requires more education on various cases in the immigration sector as
well as knowledge about the active role of the community to help immigration authorities in
monitoring foreigners by providing information and data. Accurate.

Keyword: immigration insight, high school students, foreigners
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PENDAHULUAN

Sebelum terbentuk suatu wilayah negara,
manusia dapat berpergian tanpa mengenal
lintas batas Negara, sehingga tidak adanya
aturan-aturan yang mengatur perihal
pergerakan manusia dalam melintasi batas
wilayah. Munculnya paham negara
kebangsaan  berawal  dari  paham
nasionalisme. Nasionalisme berasal dari
kata nation (bahasa Inggris) atau natie
(bahasa Belanda) yang berarti bangsa.
Bangsa adalah sekelompok manusia yang
diam di wilayah tertentu dan memiliki
hasrat serta kemauan untuk bersatu karena
adanya persamaan nasib, cita-cita, dan
tujuan. Dengan demikian, nasionalisme
dapat  diartikan  sebagai  semangat
kebangsaan, yakni cinta terhadap bangsa
dan tanah air. Dengan Kkata lain
nasionalisme adalah suatu paham yang
menyatakan bahwa kesetiaan tertinggi
seseorang  ditujukan  kepada negara
kebangsaannya.  Nasionalisme  untuk
pertama kalinya muncul di Eropa pada
akhir abad ke-18. Lahirnya paham
nasionalisme diikuti dengan terbentuknya
Negara kebangsaan. Pada mulanya
terbentuknya negara kebangsaan
dilatarbelakangi oleh faktor-faktor objektif,
seperti persamaan keturunan, adat istiadat,
tradisi dan agama. Akibat dari tumbuhnya

paham Negara berkembang ini maka mulai

adanya pengenalan pengaturan dan
pengawasan pergerakan manusia dari satu
tempat ke tempat lain. Paham ini pulalah
yang menyebabkan adanya pula aturan
penentuan status hukum kependudukan
antara warga Negara (citizens) dan bukan
warga Negara (non citizen). Lahirnya
Negara-negara kebangsaan dengan batas-
batas wilayah yang tertentu, dan disertai
pula dengan perbedaaan warga Negara dan
bukan warganegara telah melahirkan aturan
yang mengatur lalu lintas orang keluar
masuk dari suatu wilayah antar negara.
Aturan-aturan  demikian inilah  yang
kemudian mulai membatasi pergerakan
manusia dalam aktivitas mobilitas manusia.
Negara dalam hal ini mempunyai
kedaulatan penuh terhadap negaranya maka
negara mempunyai wewenang penuh untuk
memilih untuk mengizinkan atau tidak
mengizinkan orang untuk masuk atau
keluar dari negaranya. Pada umumnya
wewenang penuh ini  didasari pada
kepentingan nasional dari negaranya.
Karenanya berbedanya segala kepentingan
nasional sehingga system keimigrasian
disetiap Negara berbeda. Beberapa
ditemukan kepentingan nasional suatu
negara tersebut tidak menghiraukan prinsip
dasar  kebebasan manusia  sehingga
terjadinya pembatasan terhadap kebebasan

bergerak manusia. Oleh karena itu dunia
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internasional merumuskan dalam standart
penetapan hak asasi manusia salah satunya
adalah hak atas kebebasan bergerak yang
tertera di dalam Universal Declaration of
Human Rights yang telah disepakati oleh
seluruh dunia sebagai standart penerapan
hak asasi manusia universal. Berdasarkan
ini setiap negara sudah sepatutnya
menghormati hak-hak yang tertera dalam
deklarasi ini yang mempunyai kekuatan
mengikat morally binding. Setiap
kepentingan nasional harus disesuaikan
dengan standart-standart internasional yang
telah disepakati. Menurut Stanley Hoffman
dalam  teori  kepentingan  nasional
menyatakan “national interest is fact of life,
but it should not be elevated to the standart
of a norm, ome’s interest should be
subordinate to some higher
morality”. Olen karena itu di zaman
modern ini tidak ada lagi wewenang secara
penuh hukum keimigrasian suatu negara
yang hanya dibatasi oleh hukum nasional,
tetapi hukum internasional juga akan

berlaku mengikat.

Imigrasi merupakan sebuah
lembaga negara yang vital bagi lalu lintas
manusia antar negara. Di Indonesia, baik
Warga Negara Asing (WNA) maupun
Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan
keluar — masuk Indonesia diwajibkan
memiliki dokumen keimigrasian yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia

melalui Kantor Imigrasi. Hal tersebut
dilakukan untuk mengetahui identitas dari
setiap WNA atau WNI tersebut sehingga
tidak ada pelanggaran Keimigrasian yang
terjadi yang dapat merugikan negara
Indonesia melingupi berbagai aspek. Data
memiliki fungsi yang sangat penting bagi
instansi Imigrasi sebagai sumber utama
pengambilan sebuah keputusan. Perpaduan
antara orang, fasilitas, teknologi media,
prosedur, dan pengendalian yang bertujuan
untuk mengolah data menjadi informasi dan
digunakan sebagai dasar bagi pengambilan
keputusan yang tepat disebut dengan sistem
informasi.  Sistem informasi  menjadi
sebuah kebutuhan yang mendesak sebagai
solusi  dari  perubahan  lingkungan
masyarakat dan kemajuan teknologi
sehingga mendorong aparatur pemerintah
untuk mengantisipasi paradigma baru
dengan upaya peningkatan Kinerja birokrasi
serta  perbaikan  pelayanan  menuju
terwujudnya pemerintahan yang baik (good

governance) (Abidin Z, 2000).

Imigrasi di Indonesia sendiri telah
mencetuskan  sebuah  aplikasi  untuk
membantu pelaksanaan pengawasan orang
asing yang berada di wilayah Indonesia,
Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)
sistem informasi  keimigrasian yang
dijalankan oleh bagian Pengawasan dan
Penindakan Keimigrasian (WASDAKIM).

Sistem informasi ini digunakan untuk
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membantu proses pelaporan maupun
pengawasan keberadaan orang asing di
wilayah kerja kantor imigrasi agar menjadi
lebih cepat dan mudah. APOA telah efektif
dijalankan serta disosialisasikan kepada
sebagian lingkup masyarakat di wilayah
kerja Kantor Imigrasi Jakarta Selatan.
Namun pada beberapa kanim, masih
dijumpai kendala yang berasal dari internal
maupun eksternal organisasi seperti
jaringan router serta infrastruktur perangkat
keras yang masih belum memadai, ada
beberapa pemilik tempat tinggal atau
perusahaan di wilayah kerja kantor Imigrasi
yang belum mendaftar atau melaporkan
keberadaan orang asing dan rendahnya
peran masyarakat dalam memantau
keberadaan WNA.

Sistem Informasi menurut Jerry
FithGerald memiliki pengertian dasar
sistem yaitu suatu jaringan Kkerja dari
prosedur — prosedur yang saling
berhubungan, berkumpul bersama — sama
untuk melakukan suatu kegiatan atau
menyelesaikan suatu sasaran tertentu.
Sistem memiliki beberapa karakteristik
diantaranya harus memiliki komponen,
boundary (batasan sistem), environment
(lingkungan  luar  sistem), interface
(penghubung sistem), input (masukan
sistem), output (keluaran sistem), process
(pengolahan sistem), dan sasaran sistem .

sedangkan informasi memiliki pengertian

data yang telah diproses menjadi bentuk
yang memiliki arti bagi penerima dan bisa
berupa fakta, suatu nilai yang bermanfaat.
Proses transformasi data menjadi suatu
informasi dimulai dari input — proses —
output.  Sistem Informasi  memiliki
beberapa komponen fisik yaitu : Perangkat
Keras Komputer, Perangkat Lunak
Komputer, Basis data, Prosedur, serta

Sumber Daya Manusia (SDM).

Namun demikian, peran masyarakat
untuk dapat turut membantu upaya
pengawasan orang asing yang berada di
wilayah Indonesia adalah penting adanya.
Masyarakat dapat memberikan informasi
dan membantu melengkapi data informasi
yang dimiliki oleh pihak keimigrasian
terkait orang asing yang bersangkutan.
Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi dalam konteks ini akan
membantu masyarakat untuk mengambil
tindakan dengan melapor kepada pihak
yang berwenang yakni keimigrasian
apabila  menjumpai hal-hal  yang
meresahkan yang diakibatkan keberadaan
orang asing di wilayah Indonesia. Namun,
ternyata masih  banyak  masyarakat
mengetahui dengan baik terkait hal ini,
sehingga edukasi dan penyuluhan yang
tepat sasaran perlu lebih  banyak
digalakkan.
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LUARAN (MANFAAT)

Kegiatan ini bermanfaat untuk
melatih kapasitas taruna-taruni Politeknik
Imigrasi dalam  melakukan edukasi
terhadap masyarakat terkait hal-hal umum
keimigrasian dan metode pelaporan orang
asing. Masyarakat akan mendapatkan
wawasan yang lebih jelas dan akurat
terhadap  berbagai  hal-hal  umum
keimigrasian, terutama dalam melakukan
pelaporan atas orang asing. Pihak imigrasi
akan terbantu dalam mengawasi dan
mendapatan banyak data dan informasi
yang bersumber dari masyarakat sendiri
untuk kembali dikumpulkan dan diolah,

kemudian dijadikan sebagai data.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan edukasi ini dimulai dari
kedatanga para taruna-taruni  Politeknik
Imigrasi di SMA Negeri Ragunan. Selanjutnya,
pihak sekolah mengumpulkan para siswa SMA
negeri Ragunan dengan bertujuan untuk
membekali pengetahuan mengenai paspor dan
bidang-bidang yang ditangani oleh
keimigrasian, agar para siswa mengerti dan
mengenal fungsi dan wilayah keimigrasian.
Dalam pelaksanaanya kami hanya memberikan
materi-materi serta menerangkan mengenai

proses pembuatan paspor, hal-hal yang menjadi

1 Ramadhan K.H. dan Abrar Yusra. 2005. Lintas
Sejarah Imigrasi Indonesia. Direktorat Jenderal

persyaratan pembuatan paspor, dan alasan-
alasan ditolaknya permohonan paspor, hingga
pentingnya  keberadaan  paspor  sebagai
dokumen negara untuk tetap dijaga dimanapun

berada.
HASIL KEGIATAN DAN
PEMBAHASAN

Para siswa SMA Negeri Ragunan
mendapatkan berbagai pembekalan terkait
hala-hal umum di bidang keimigrasian.
Antara lain yang disampaikan ialah sebagai
berikut ;

1. PENGENALAN
KEIMIGRASIAN

Berlangsungnya  imigrasi
dalam sejarah manusia, pada
mulanya terjadi atau dilakukannya
begitu saja.! Itu sesuai dengan sifat
manusia yang suka mencari
kehidupan yang baik.? Faktor
pengawasan merupakan salah satu
faktor esensial karena melalui
pengawasan dapat diketahui apakah
sesuatu berjalan sesuai dengan
rencana, instruksi atau asas yang
telah ditentukan, dapat diketahui
kesulitan dan kelemahan dalam

bekerja untuk kemudian diperbaiki

Imigrasi Departemen Hukum dan Ham RI. Jakarta.
Hal 12.
2 Ibid
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dan juga dapat diketahui apakah
sesuatu berjalan dengan efisien atau
tidak.3

Berdasar pada Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang keimigrasian terdapat dua
unsur pengaturan yang penting,

yaitu :

a. Pengaturan tentang berbagai hal
mengenai  lalu-lintas  orang
keluar-masuk dan tinggal dari
dan kedalam wilayah Negara
Republik Indonesia.

b. Pengaturan tentang berbagai hal
mengenai pengawasan orang
asing di wilayah Republik

Indonesia.

Pada poin yang pertama,
yakni peraturan lalu-lintas keluar
masuk wilayah Indonesia, hal
tersebut merupakan hak serta
pengaturannya menjadi wewenang
suatu negara, berdasarkan hukum
internasional, merupakan salah satu
perwujudan dan kedaulatan sebagai
negara hukum yang berdasarkan
Pancasila dan  Undang-undang
Dasar 1945,  Undang-undang
Nomor 6 tahun 2011 tentang

keimigrasian tidak membedakan

antara emigrasi dan imigrasi.
Selanjutnya, pengaturan lalu-lintas
keluar-masuk wilayah Indonesia
ditetapkan harus melewati Tempat
Pemeriksaan Imigrasi (TPI), yaitu
di pelabuhan laut, bandar udara,
atau tempat tertentu atau daratan
lain yang ditetapkan Menteri
Kehakiman sebagai tempat masuk
atau tempat keluar wilayah

Indonesia (entry point).

Pelanggaran atas ketentuan
ini dikategorikan sebagai tindakan
memasuki wilayah Negara
Indonesia secara tidak sah, artinya
setiap tindakan keluar masuk
wilayah Indonesia tidak melalui
TPI, merupakan tindakan yang
dapat dipidana.

Unsur kedua dari pengertian
Keimigrasian ~ Menurut  Imam
Santoso  (2004:  20)  vyaitu
pengawasan orang asing di wilayah
Indonesia. Dalam rangka ini
“pengawasan” adalah keseluruhan
proses kegiatan untuk mengontrol
dan mengawasi apakah proses
pelaksanaan tugas telah sesuai
dengan rencana atau aturan yang

telah di tentukan.

3 Adrian Sutedi. 2009. Implikasi Hukum Atas
Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka
Otonomi Daerah. Jakarta : Sinar Grafika. Hal 206
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Pengawasan orang asing
meliputi kegiatan masuk dan
keluarnya orang asing dari wilayah
Indonesia, dan keberadaan serta
kegiatan orang asing di wilayah
Indonesia. Pengawasan orang asing
sebagai suatu rangkaian kegiatan
pada dasarnya telah dimulai dan
dilakukan oleh perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri
ketika menerima  permohonan
pengajuan  visa.  Pengawasan
selanjutnya  dilaksanakan  oleh
pejabat  Imigrasi di  Tempat
Pemeriksaan Imigrasi (TPI) ketika
pejabat Imigrasi dengan otoritas
yang dimilikinya memutuskan
menolak atau memberi izin tinggal
yang sesuai dengan visa Yyang
dimiliki, selanjutnya pengawasan
beralih ke kantor Imigrasi yang
wilayah kerjanya meliputi tempat
tinggal warga asing tersebut. Dari
keseluruhan prosedur keimigrasian
yang ditetapkan, perlu diketahui
bahwa operasionalisasinya
dilaksanakan berdasarkan politik
hukum keimigrasian yang bersifat
selektif.

. PENYAMPAIAN MATERI

SELECTIVE POLICY

Pengawasan pada masuk-
keluarnya orang ke wilayah
Indonesia hanya dapat dilakukan
dengan pengawasan pihak imigrasi.
Lembaga keimigrasian merupakan
ujung tombak dalam melakukan
pengawasan tentang perpindahan
orang tetapi pada kenyataannya hal
ini yang sering luput dalam
pengawasan lembaga keimigrasian
saat terjadi perpindahan dan
pemeriksaan berkas orang asing,
pemeriksaan pembuatan passport
orang Indonesia.

Dalam hal lalu lintas orang
asing serta keberadaan dan
kegiatannya di wilayah Indonesia,
Pemerintah  Republik Indonesia
menerapkan Kebijakan Selektif
(selective policy). Keberadaan dari
kebijakan ini merupakan landasan
utama dari setiap  peraturan
keimigrasian bagi orang asing di
Indonesia, yaitu hanya orang asing
yang memiliki manfaat dan tidak
membahayakan keamanan dan
ketertiban umum yang
diperbolehkan masuk dan berada di
wilayah Indonesia.

Penjamin (sponsor)
bertanggung jawab atas seluruh
keberadaan dan kegiatan orang
asing yang dijaminnya. Demikian
halnya dengan pemilik/pengurus
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tempat penginapan atau perorangan
yang berkewajiban untuk
memberikan data mengenai orang
asing yang menginap di tempat
penginapan atau tempat tinggalnya.
Sehingga  Direktorat ~ Jenderal
Imigrasi meminta Pelaporan Orang
Asing dari setiap Pemilik/Pengurus
tempat penginapan dan perorangan
yang memberikan  kesempatan
menginap bagi Orang Asing kepada
Kantor Imigrasi setempat melalui
Aplikasi Pelaporan Orang Asing ini
dalam waktu 1x24 jam sejak Orang

Asing tersebut mulai menginap.

. PENYAMPAIAN MATERI

APOA

Orang Asing yang datang ke
Indonesia dan  memiliki izin
keimigrasian, hanya dapat tinggal di
Indonesia selama waktu yang di
tentukan dalam izin
keimigrasiannya tersebut, apabila
Orang Asing yang datang ke
Indonesia tersebut izin
keimigrasiannya  habis masa
berlakunya dan masih berada dalam
wilayah  Indonesia  melampaui
waktu tidak lebih dari 60 (enam
puluh) hari dari izin keimigrasian
yang diberikan, dikenakan biaya
beban. Di sisi lain, orang asing yang

datang ke  Indonesia, izin
keimigrasiannya habis berlaku dan
masih  berada dalam wilayah
Indonesia melampaui 60 (enam
puluh) hari dari batas waktu batas
waktu maka orang asing tersebut
akan dikenakan pidana Pasal 124
Undang-Undang Keimigrasian
Nomor 6 Tahun 2011, dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun atau denda paling banyak Rp.
25.000.000-, (dua puluh lima juta
rupiah).

Kegiatan pengawasan oleh
pihak Keimigrasian juga dilakukan
melalui sebuah aplikasi yang dibuat
oleh Direktorat Jendral Imigrasi
yaitu APOA (Aplikasi Pelaporan
Orang Asing). APOA (Aplikasi
Pelaporan Orang Asing)
diimplementasikan sejak tanggal 22
Mei 2015 menindaklanjuti instruksi
Menteri Hukum dan HAM
(Menkumham), Yasonna
Hamonangan Laoly yang
menghendaki  penerapan aplikasi
ini pada 2015 sebagai tahun
penegakan hukum keimigrasian.
Aplikasi tersebut akan
memudahkan pihak imigrasi untuk
mengetahui jumlah orang asing dan
keberadaannya di seluruh
Indonesia. Aplikasi ini

diperuntukkan kepada penjamin
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(sponsor) yang bertanggung jawab
atas keberadaan dan kegiatan Orang
Asing yang dijaminnya.

Dalam Aplikasi Pelaporan
Orang Asing ini, yang dimaksud
dengan ‘tempat penginapan’ antara
lain  hotel, apartemen, mess
perusahaan, losmen, guest house,
villa, tempat kos, rumah kontrakan,
dan jenis penginapan lainnya yang
bersifat komersil atau merupakan
fasilitas akomodasi milik
perusahaan.  Sedangkan  yang
dimaksud dengan 'tempat tinggal'
adalah akomodasi milik perorangan
yang bersifat nonkomersil selain
jenis tempat penginapan
sebagaimana disebutkan
sebelumnya.

APOA diciptakan untuk
mengimbangi kendala-kendala
yang ada dalam pelaksanaan
pengawasan orang asing, antara lain
ialah karena kurangnya SDM di
Kantor Imigrasi. SDM yang kurang
biasanya karena kurang didukung
oleh personil dari Seksi
Pengawasan dan  Penindakan
Keimigrasian (WASDAKIM. Salah
satu kendala lainnya adalah perilaku
masyarakat terkait pemahaman
masyarakat tentang pengawasan
orang asing. Orang asing hanya

dilihat dari sisi positifnya saja,

sering terjadi penyalahan izin
kunjungan untuk bekerja, tidak
mengurus izin keimigrasian, dan
pelanggaran administratif
keimigrasian  lainnya,  namun
masyarakat tidak peduli akan hal
tersebut. Selain itu, di lapangan
masyarakat juga tampak kurang
aktif dalam melaporkan keberadaan
orang asing yang tinggal disekitar
daerah tempat tinggal mereka.

Kemudian, aspek
pendukung yang ada adalah faktor
internal  yaitu dukungan yang
diberikan oleh Kepala Kantor
Imigrasi terhadap semua Seksi yang
ada di Kantor Imigrasi khususnya
Seksi WASDAKIM dalam kegiatan
pengawasannya. Dukungan yang
diberikan dari Kepala Kantor adalah
pemberian fasilitas pada saat
menjalankan tugas pengawasan ke
lapangan. Faktor eksternal adalah
faktor yang berasal dari luar Kantor
Imigrasi. Pengawasan orang asing
juga didukung dengan adanya
pembentukan Tim PORA yang
merupakan salah satu faktor
pendukung dalam Kinerja
pengawasan. Informasi tentang
keberadaan orang asing semakin
lebih  mudah diperoleh dengan
adanya Tim PORA.
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Tata cara penggunaan

aplikasi APOA ini mengenai batas
waktu pelaporan, dan hal terkait
lainnya dapat Anda lihat pada menu
‘Tata Cara Pelaporan'.

Peran serta masyarakat
sangat berarti bagi terciptanya

keamanan dan ketertiban

masyarakat ~ serta  melindungi

kepentingan nasional dan tegaknya
kedaulatan negara. Dengan tidak

melaksanakan kewajiban untuk

KESIMPULAN

Dengan diadakannya sosialisasi
sebagai bentuk edukasi terhadap para siswa
SMA Negeri Ragunan, para siswa terbekali
wawasan keimigrasian secara umum. Para
siswa memahami bahwa ranah imigrasi
tidak hanya berkutat pada peningkatan
pelayanan paspor kepada pemohon. Peran
dan fungsi keimigrasian yang luas terutama
dalam menegakkan hukum dan menjaga
kedaulatan negara. Salah satu upaya
tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk
pengawasan mobilitas orang asing dan
keberadaannya di wilayah Indonesia.

APOA menjadi salah satu pintu yang

melaporkan dan memberikan data
Orang Asing yang menginap di
tempat penginapan atau di tempat
tinggal, bagi setiap warga
masyarakat yang bersangkutan
dapat dikenakan pidana kurungan
paling lama 3 (tiga) bulan atau
denda paling banyak 25 (dua puluh

lima) juta rupiah.

digunakan untuk meningkatkan efektivitas
dan efisiensi pengawasan orang asing oleh
kantor  imigrasi  setempat.  Namun,
sebagaimana  dengan  nama  yang
disematkan, aplikasi ini membutuhkan serta
peran aktif masyarakat dalam melakukan
pelaporan terhadap aktivitas orang asing.
Dengan demikian, kesadaran masyarakat
terhadap vital perannya adalah penting
adanya. Siswa-siswi SMA Negeri Ragunan
sebagai perwakilan masyarakat, diharapkan
dapat menjadi pengingat dan penyampai
terhadap masyarakat lain untuk berperan

aktif dalam membantu pihak keimigrasian

melakukan pengawasan orang asing.
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